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ABSTRAK

MUH. RIDWAN,2017. Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK

ETAP) Pada UMKM di Kabupaten Pinrang. Skripsi Jurusan Akuntansi,

Program Starata Satu Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I: H.

Mahmud Nuhung, dan Pembimbing II Muttiarni

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui UMKM Inti Foto sudah

menerapkan SAK ETAP?, 2). Metode penelitian yang digunakan adalah

pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan atau

menggambarkan bagaimana UKM Inti Foto menyajikan laporan keuangannya,

diikuti dengan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah

penelitian.

Penelitian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Dilihat dari hasil penelitian

yang dilakukan, serta uraian-uraian yang telah dikemukakan bahwa UKM Inti

Foto belum menerapkan SAK ETAP, laporan-laporan yang disajikan oleh UKM

Inti Foto hanya berupa pencatatan yang menurut sepemahamannya saja yaitu

untuk mengetahui Laba/omset saja, jelas kurang sesuai karena dalam prosedural

pelaporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP yaitu Laporan Laba Rugi,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan

Keuangan. Maka dari itu penulis melakukan implementasi laporan keuangan

sesuai dengan SAK ETAP agar UKM Inti Foto dapat menerapkannya,

2) Keberadaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP) yang diperuntukan untuk usaha kecil dan menengah, keberadaannya

belum banyak diketahui oleh para pemilik UKM dan masih rendahnya

pemahaman SAK ini, 3) Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki

kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Serta tidak pernah mengikuti

pelatihan tentang pelaporan keuangan akuntansi dan 4) Tidak adanya keharusan

penggunaan SAK ETAP dari pemerintah.

Kata Kunci: SAK ETAP,Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Pubilk, Usaha Mikro Kecil Menengah
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ABSTRACT

MUH. RIDWAN, 2017. Financial Reporting Preparation Mechanism Based

on Financial Accounting Standards Entity Without Public Accountability

(SAK ETAP) At SMEs in Pinrang Regency. Supervisor I: H. Mahmud Nuhung,

and Muttiarni II Advisor

The purpose of this research are: 1) To know UMKM Core Photo already apply

SAK ETAP ?, 2). The research method used is descriptive qualitative approach,

that is to describe or describe how SME Core Photos present its financial report,

followed by studying literature books related to research problem.

The research concludes as follows: 1) Judging from the results of research

conducted, as well as the descriptions that have been proposed that SME Core

Photos have not applied SAK ETAP, the reports presented by SMEs Core Photos

only in the form of records that according to sepemahamannya just to know Profit

/ turnover only, obviously less appropriate because in the procedural of financial

reporting based on SAK ETAP that is Income Statement, Statement of Change of

Equity, Balance Sheet, Statement of Cash Flow, Notes to Financial Statement.

Therefore, the authors make the implementation of financial statements in

accordance with SAK ETAP for SME Photo Core can apply it, 2) The existence

of Financial Accounting Standards Entities Without Public Accountability (SAK

ETAP) intended for small and medium enterprises, its presence has not been

widely known by the owners of SMEs and still low understanding of this SAK, 3)

Lack of human resources who have the ability in preparing financial statements.

And never participated in training on accounting financial reporting and 4)

Absence of necessity use of SAK ETAP from government.

Keywords: SAK ETAP, Financial Accounting Standards Entity Without

Accountability Public, Micro Small Medium Enterprises
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis

kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan,

kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan

keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta

menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya

yang dipercayakan kepada mereka.

Namun praktek akuntansi keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2014).

Kurangnya kemampuan pelaku UKM dalam bidang pengelolaan usaha juga

termasuk kendala yang dihadapi UKM, antara lain rendahnya pendidikan dan

kurangnya pemahaman pelaku UKM tersebut dalam bidang akuntansiBiasanya

pembukuan UKM dilakukan dengan cara-cara sederhana dan tidak detail

(Krisdiartiwi, 2011).

Semakin berkembangnya usaha, menuntut UKM untuk berhubungan dengan

pihak eksternal perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan pendanaan UKM akan

berhubungan dengan pihak bank/ lembaga keuangan lainnya. Pihak bank/

lembaga keuangan tersebut biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan untuk

menilai kelayakan kredit dari UKM. Demikian juga ketika UKM akan mengikuti

lelang pengadaan barang maupun jasa yang diadakan oleh pihak rekanan, pihak
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rekanan biasanya akan meminta laporan keuangan sebagai syarat kelengkapan

administratif. Dengan demikian semakin berkembangnya usaha, menuntut UKM

untuk menyediakan laporan keuangannya dengan baik sesuai standar yang

berlaku.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan

untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 17 Juli 2014

dan berlaku efektif 1 Januari 2011. Diterbitkannya SAK ETAP bertujuan untuk

diimplementasikan pada entitas tanpa akuntabilitas publik.Pada umumnya, UKM

adalah entitas tanpa akuntabilitas publik karena UKM pada umumnya belum

memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan

untuk tujuan umum (general purpose financial stetment).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi

UKM dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP serta untuk

merancang sistem akuntansi sederhana yang dapat membantu dan memudahkan

para pemilik UKM dalam membuat laporan keuanganberbasis SAK

ETAP.Dengan laporan keuangan tersebut diharapkan pemilik UKM dapat

mengevaluasi usahanya serta dapat menggunakan informasi dalam laporan

keuangan tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnisnya.

Besarnya potensi UKM yang ada saat ini ternyata belum sebanding dengan

tingkat kemajuan UKM.Dalam melakukan kegiatan UKM masih menghadapi

beberapa masalah. Masalah yang mempunyai bagian yang cukup besar yaitu

masalah modal, teknologi, dan keahlian manajerial (Soetrisno,2015).
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Salah satu masalah UKM adalah pengelolaan keuangan dan permodalan

dimana UKM masih menghadapi kendala yang cukup serius.Fenomena yang

terjadi adalah UKM menghadapi kendala permodalan dan sedikitnya para investor

yang bersedia meminjamkan atau menanamkan modalnya pada UKM walaupun

menghasilkan laba yang cukup besar.Alasan mendasar adalah UKM tersebut tidak

dapat menunjukkan bukti operasional dan keuntungan perusahaan dalam bentuk

laporan keuangan.Menurut Krisdiartiwi (2011:1) selama ini pembukuan sering

dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan "kurang begitu penting" dalam

membangun bisnis.Padahal, bagi sebuah perusahaan, pembukuan sangat

diperlukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan.Tak hanya

bagi perusahaan besar, pembukuan juga mutlak diperlukan bagi usaha kecil

menengah atau UKM.

Adanya laporan keuangan membuat pihak luar dapat menganalisis

kelayakan pemberian kredit atas permohonan yang diajukan. Laporan keuangan

yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya akan sangat membantu proses

evaluasi kelayakan kredit. Namun sebagian besar UKM belum mampu

menyediakan informasi keuangan dengan benar dan teratur sehingga mereka

mengalami kendala dalam mengajukan kredit pada lembaga formal seperti pihak

perbankan.

Semua pihak menyadari pentingnya akuntansi dalam sebuah bisnis, tetapi

UKM di Indonesia belum secara baik mempraktikkannya.Sehingga UKM tidak

dapat mengetahui prestasi kerja dan kesulitan dalam pengajuan kredit ke lembaga
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formal.Kita tidak bisa menyalahkan UKM yang selalu enggan melakukan

pembukuan transaksi dan bervariasinya pelaporan keuangan UKM, karena PSAK

umum yang terlalu rumit untuk usaha sektor kecil. SAK ETAP ini akan membantu

perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap

relevan dan andal.

Kehadiran SAK ETAP dengan prinsip kesederhanaan dapat memberikan

kemudahan UKM dalam menyajikan laporan keuangan.Standar ETAP diharapkan

memberi kebebasan berbisnis, kebebasan berinvestasi dan membangun ekonomi

kerakyatan berbasis UKM bagi Indonesia.Dengan aplikasi SAK ETAP dalam

dunia UKM membuat tumbuh suburnya UKM.Selain itu SAK ETAP juga

memberi kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan

ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.Namun pada kenyataannya SAK ETAP

belum banyak diterapkan para pelaku UKM dalam menyusun laporan keuangan.di

Indonesia khususnya yang ada di Kota Pinrang dalam menyusun laporan

keuangan.

Penyusunan yang sesuai dengan standar SAK ETAP laporan dalam SAK

ETAP (2014:3.12) meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,

laporan arus kas, dan laporan keuangan. Melihatfenomenamasihbanyaknya

UMKM yang belum bisamenyusunlaporankeuangan yang sesuaistandar,

makapenelititertarikmembuatpenelitiandenganjudul “Mekanisme Penyusunan L

aporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik(SAK ETAP) Pada UMKM di Kabupaten Pinrang”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan

dibahas dan dicari solusinya dalam penelitian ini adalah:

Apakah mekanisme penyusunan laporan keuangan pada UMKM Inti Foto

sudah sesuai SAK ETAP ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah

penyusunan LaporanKeuangan yang di terapkan oleh Inti Foto sudah sesuai

dengan SAK-ETAP.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumban

gan penelitian pada UMKM Inti Foto mengenai Mekanisme penyu

sunan laporan keuangan yang sesuaidengan SAK ETAP

b. Sebagai bahan tambahan referensi untuk penulis sendiri maupun un

tukpara penelitilain yang ingin mengadakan penelitian sesuai denga

n masalah atau objek yang sama
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6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Laporan Keuangan

1. Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi tentang keuangan

suatu perusahaan pada periode tertentu, dan digunakan untuk menggambarkan

kinerja perusahaan selama periode tertentu (Sujarweni, 2016). Menurut Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) laporan keuangan adalah bagian dari proses

pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba,

laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara

seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan

dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari

laporankeuangan.Sadeli dalam Sujarweni (2016) menjelaskan bahwa laporan

keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis.

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan

informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang

tepat bagi pemakai informasi tersebut. Dari penjelasan tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan atas hasil proses akuntansi

sebuah perusahaan yang meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan

posisi keuangan yang disajikan oleh pihak perusahaan pada periode tertentu

sebagai pelaporan ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai

informasi.

Mengingat pemakai laporan keuangan Perusahaan adalah pengurus,
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pengawas serta stakeholder lain (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang

berkepentingan) maka laporan keuangan harus memenuhi ketentuan dalam

penyajian kualitatif laporan keuangan, antara lain :

1. Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan diantaranya

adalah:

a. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban

pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan

untuk menilai hasil kerja pengelolaan,

b. Laporan keuangan merupakan bagian dari sistem pelaporan yang ditujukan

untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan

c. Laporan keuangan harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak

anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan berguna juga untuk

mengetahui :

1) Prestasi unit kegiatan Perusahaan yang secara khusus bertugas

memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode

akuntansi tertentu.

2) Prestasi unit kegiatan Perusahaan yang secara khusus ditujukan untuk

tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi

tertentu.

3) Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan

jangka pendek dan jangka panjang.

2. Kepatuhan terhadap standar akuntansi

Perusahaan harus menyatakan secara eksplisit dan secara penuh atas
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kepatuhan terhadap SAK-ETAP yang dinyatakan dalam catatan atas laporan

keuangan. Pernyataan ini tidak boleh dimasukkan dalam catatan atas laporan

keuangannya jika tidak memenuhi semua ketentuan SAK-ETAP

3. Kelangsungan Usaha (Going Concern)

Laporan keuangan harus disusun atas dasar kelangsungan usaha dan

asumsi menurut seorang pembaca laporan keuangan, bahwa Usaha Kecil dan

Menengah akan meneruskan operasionalnya dimasa depan kecuali apabila laporan

keuangannya disusun untuk tujuan tertentu, seperti rencana pembubaran,

penggabungan, peleburan dan pemisahan, maka harus diungkapkan dalam catatan

atas laporan keuangan.

4. Komponen laporan keuangan

Usaha Kecil dan Menengah harus menyajikan laporan pertanggung

jawaban keuangan Perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang sekurang-

kurangnya diterbitkan sebanyak 1 (satu) bulan sebelum kegiatan rapat anggota

tahunan diselenggarakan, berupa :

a. Neraca

b. Laporan Laba Rugi

c. Laporan Perubahan Ekuitas.

d. Laporan Arus Kas

e. Catatan Atas Laporan Keuangan;

Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan

disertai dengan lembar pernyataan tanggung jawab pengurus yang ditanda tangani
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diatas materai cukup oleh pengurus.

2. Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya

bersifat kuantitatif, namun agar informasi laporan keuangan berguna bagi para

pemakai maka harus memenuhi karakteristik kualitatif, dengan karakteristik

kualitatif tersebut, informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi

kebutuhan pemakai (Martani dkk, 2016).

Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut IAI

(2013) diuraikan sebagai berikut :

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah

kemudahan untuk dipahami oleh pengguna;

b. Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk

proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan  evaluasi

peristiwa  masa  lalu,  masa  kini dan  masa depan;

c. Materialitas

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material.Pos-pos

yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan.Sedangkan

yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau

fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk
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mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement)

mempengaruhi keputusan yang diambil;

d. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan

bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan  suatu  keputusan

atau kebijakan  untuk  tujuan mencapai suatu hasil tertentu;

e. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan

realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

f. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan

pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau

penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak

disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan

pembentukan asset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau

beban yang lebih tinggi;

g. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap

dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak

dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi;
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h. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau

koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja

serta perubahan posisi keuangan secara relatif;

i. Tepat Waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan

ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan

keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan;

j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang

substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa

manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

3. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Muljono (2012), penyajian wajar dari laporan keuanganyang

mematuhiSAK ETAP antara lain dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja

keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian

jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan

definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban, konsep
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dan prinsip pervasif. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika

diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan,

kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika

kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi

pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi

lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

b. Kepatuhan pada SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat

suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreservedstatement)

atau kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.Laporan keuangan

tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua

persyaratan dalam SAK ETAP.

c. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang

menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas

melanjutkan kelangsungan usaha.Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali

jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan

operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hak-hak

tersebut. Untuk membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen

menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau

kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas

untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian

tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi
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kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan

dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap

mempunyai kelangsungan usaha.

d. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi

komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas

berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih

panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan : Fakta

tersebut Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek.Fakta

bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,

laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.

e. Penyajian yang konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antarperiode

harus konsisten kecuali jika terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi

entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan

penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakanakuntansi

Informasi komparatif Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan

periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi

dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan

i.nformasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk

pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
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f. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan,

sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat

atau fungsi yang sejenis.Kelalaian dalam mencantumkan atau mencatat suatu pos

di anggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat

memengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi.Besaran

dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

4. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan

mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai

pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi (Sadeli dalam

Sujarweni, 2016).Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (Revisi 2009) adalah

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam

pembuatan keputusan ekonomi.Laporan keuangan juga menunjukkan hasil

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan

kepada mereka. Tujuan laporan keuangan secara umum yaitu

a. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

b. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban

sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

c. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
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d. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu.

Pemakai laporan keuangan beragam baik pihak eksternal maupun

internal.Pemakai internal adalah manajemen.Informasi digunakan manajemen

untuk melakukan perencanaan dan pengendalian entitas.Berdasarkan informasi

penjualan, manajemen dapat melakukan tindakan perubahan orientasi penjualan

dari satu lokasi ke lokasi lain, atau justru melakukan ekspansi penjualan,

penambahan jumlah staf bagian pemasaran atau melakukan kebijakan

meningkatkan harga jual.Pihak eksternal yang menggunakan informasi akuntansi

beragam dan tujuan yang berbeda.Investor menggunakan informasi akuntansi

untuk menilai harga saham, kemudian melakukan keputusan untuk membeli atau

menjual investasi di sebuah entitas.Kreditur menggunakan informasi untuk

menentukan kelayakan sebuah entitas untuk diberikan kredit, sehingga sangat

memperhatikan kemampuan entitas untuk membayar utang dan bunga di masa

mendatang.Pihak pajak menggunakan informasi akuntansi akuntansi untuk

menentukan berapa jumlah pajak yang dibayar oleh sebuah entitas.

Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari:

a. Neraca

Yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan

yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu.

b. Laporan rugi laba

Yaitu laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu

perusahaan dalam suatu periode tertentu.
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c. Laporan perubahan ekuitas

Yaitu laporan yang menyajikan perubahan ekuitas karena penambahan dan

pengurangan dari rugi/laba dan transaksi pemilik.

d. Laporan arus kas

Yaitu laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama

satu periode tertentu.

e. Catatan atas laporan keuangan

Yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi

penjelasan lainnya.

B. SAK ETAP

1. Pengertian SAK ETAP

Menurut Muljono (2012) standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa

akuntabilitas publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa

akuntabilitas publik.Standar akuntansi keuangan (SAK) dibedakan menjadi SAK

ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan

SAK EAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas dengan Akuntabilitas Publik).

Perusahaan pengguna SAK juga akan dibedakan sebagai perusahaan

denganlaporan keuangan entitasnya tanpa akuntabilitas publik (ETAP) dan

laporan keuangan entitasnya dengan akuntabilitas publik (EAP).Entitas

merupakan setiap unit atau organisasi yang dapat dipandang atau diperlakukan

sebagaimana layaknya individu menurut ketentuan hukum yang berlaku. Setiap

unit atau lembaga yang keberadaannya dijamin atau dilindungi oleh ketentuan
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hukum yang berlaku. Dengan kata lain entitas adalah setiap individu atau

organisasi yang berbadan hukum (Wibowo, 2015).

Penggunaan  EAP  diantaranya  mencakup  perbankan  dan  perusahaan

yang GoPublic di Bursa Efek Indonesia. ETAP sendiri lebih diarahkan untuk

perusahaandengan skala kecil dan menengah yang kesulitan dalam menerapkan

SAK secara penuh. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang:

a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan

b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purposefinancial

statement) bagi pengguna eksternal.

Pemisahan antara SAK ETAP dan SAK EAP diharapkan dapat

meminimalkan perbedaan antara SAK di Indonesia dan IFRS sehingga laporan

keuangan akan lebih mudah dipahami dan juga akan meningkatkan kualitas

keterbandingan (comparability) terutama oleh pengguna dari berbagai negara.

Sama dengan IFRSfor SMEs, SAK ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama

diperuntukkan bagientitas tanpa akuntabilitas publik, hanya saja istilah yang

digunakan sebagai judul pada IFRS adalah small and medium sized enterprises

(SMEs). Perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS memang masih tetap ada,

namun konvergensi ke IFRSpenuh akan dapat diminimalkan, agar memudahkan

pembaca dalam memahami laporan keuangan bersangkutan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-

IAI) telah membentuk tim kerja untuk menyusun standar akuntansi keuangan bagi

UMKM. Hal ini karena keberadaan standar akuntansi keuangan (SAK) UMKM



18

sudah lama dinantikan.Penyusunan ini dengan mengadopsi draf IFRS for SMEs

yang telah diterbitkan pada Februari 2007. Adopsi yang dilakukan oleh DSAK-

IAI akan lebih fleksibel, karena draft dari IFRS sangat kompleks. Selama ini

banyak dari UMKM belum menyusun laporan keuangan karena ketiadaan standar

akuntansi keuangan untuk UMKM. Akibat dari permasalahan tersebut, perbankan

menerapkan kriteria dan syarat penyaluran kredit yang sama antara UMKM dan

usaha besar, yang sebenarnya tidak tepat diukur dari kemampuan antar keduanya.

Terkait hal itu, Standar Akuntansi Keuangan untuk UMKM sebagai infrastruktur

UMKM agar layak dari sisi peraturan bank harus berbeda dengan SAK non

UMKM.Standar inilah yang kita kenal sekarang sebagai SAK ETAP, dimana

UMKM telah dikategorikan sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas

Publik.Munculnya SAK ETAP sendiri dimaksudkan agar konvergensi IFRS dapat

segera diwujudkan secara penuh, sehingga perusahaan-peruahaan yang

mengalami kesulitan untuk menerapkan SAK penuh dapat mengadopsi SAK

ETAP sebagai standar keuangan yang lebih sederhana.

2. Persiapan penerapan SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki

akuntabiltas publik, yaitu entitas yang memiliki 2 kriteria yaitu: tidak memiliki

akuntabilitas publik secara signifikan, dan tidak menerbitkan laporan keuangan

untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna

eksternal. Contoh pengguna eksternal dalam kriteria kedua ini adalah pemilik

yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga
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pemeringkat kredit

Kriteria ETAP di atas bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki

akuntabilitas publik, yaitu jika

a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses

pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-

LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.

b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok

besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang

efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM, oleh

karena itu pengguna ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori

UMKM. Penerbitana SAK ETAP oleh DSAK IAI ini adalah sebagai alternatif

SAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk SAK yang

lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Umum yang lebih rumit (Basir:2010).

3. Ruang lingkup SAK ETAP

Berdasarkan ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan

untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik.Entitas tanpa

akuntabilitaspublik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki

akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk

tujuan umum (generalpurpose financial statement) bagi pengguna

eksternal.Contoh pengguna eksternaladalah pemilik yang tidak terlibat langsung

dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
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Ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa entitas dikatakan

memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : proses pengajuan pernyataan

pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan

efek dipasar modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia

untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan

atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi. Entitas yang

memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika

otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut.

SAK ETAP dapat digunakan oleh:

1. UMKM

2. Koperasi

3. Perseroan Privat

4. Bank Pengkreditan Rakyat (diizinkan oleh Bank Indonesia)

4. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

Menurut Muljono (2012), Laporan keuangan entitas dianggap lengkap

apabila meliputi berikut ini :

a. Judul dan sub jumlah, entitas menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya

dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam angka pemahaman

terhadap posisi keuangan entitas.

b. Format urutan, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap

pos-pos yang akan disajikan, namun hanya menyediakan daftar pos-pos yang

berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah

dalam neraca. Sebagai tambahan pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran,
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sifat atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa

membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi

keuangan entitas. Uraian yang digunakan dan urutan pos-pos atau agregasi

terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan

transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka

memahami posisi keuangan entitas.

c. Klasifikasi aset dan kewajiban, entitas harus menyajikan:

1) Aset lancar, entitas mengklasifikasikan aset lancar jika :

a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan,

dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.

b) Dimiliki untuk diperdagangkan.

c) Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir

periode pelaporan, atau

d) Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari

pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12

bulan setelah akhir periode pelaporan.

2) Aset tidak lancar

Entitas mengklasifikasikan semua paragraf lainnya sebagai tidak

lancar.Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas,

maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

3) Kewajiban jangka pendek, entitas mengklasifikasikan kewajiban jangka

pendek jika :

a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi
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entitas.

b) Dimiliki untuk diperdagangkan

c) Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir

periode pelaporan atau

d) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian

kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

4) Kewajiban jangka panjang, entitas mengklasifikasikan semua

kewajibanlainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013), pengertian laporan keuangan

yang lengkap suatu entitas meliputi :

1. Neraca

Neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset,

kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan dari laporan ini

tidak lain adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan (Hery,

2016). Neraca dapat digambarkan sebagai potret kondisi keuangan suatu

perusahaan pada suatu waktu tertentu (snapshoot keuangan perusahaan), yang

meliputi aset (sumber daya atau resources) perusahaan dan klaim atas aset

tersebut (meliputi utang dan saham sendiri). Aset perusahaan menunjukkan

keputusan

penggunaan dana atau keputusan investasi pada masa lalu, sedangkan

klaim perusahaan menunjukkan sumber dana tersebut atau keputusan pendanaan

pada masa lalu. Dana diperoleh dari pinjaman (utang) dan dari penyertaan pemilik

perusahaan (modal) (Hanafi dan Halim, 2014).
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Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013), yang disajikan dalam neraca

antara lain adalah :

a. Pos-pos neraca

b. Judul dan sub jumlah

c. Format urutan

Pos-pos dalam neraca meliputi :

a. Kas dan setara kas

b. Piutang usaha dan piutang lainnya

c. Persediaan

d. Properti investasi

e. Aset tetap

f. Aset tidak berwujud

g. Utang usaha dan utang lainnya

h. Aset dan kewajiban pajak

i. Kewajiban diestimasi

j. Ekuitas

2. Laporan laba rugi

Menurut Sujarweni (2016) laporan laba rugi adalah laporan yang disusun

sistematis, isinya penghasilan yang diperoleh perusahaan dikurangi denganbeban-

beban yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu.Laporan rugi laba

menjabarkan elemen-elemen penghasilan dan beban perusahaan sehingga

menghasilkan suatu laba atau rugi.Untuk perusahaan jasa istilah penghasilan

dalam laporan laba rugi adalah pendapatan.Untuk perusahaan dagang dan
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manufaktur istilah penghasilan dalam laporan keuangan adalah penjualan.

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang

diakui dalam suatu periode.SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap

dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan

sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari

laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Informasi yang disajikan pada

laporan laba rugi antara lain adalah :

a. Pos-pos laba rugi, laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut :

1) Pendapatan

2) Beban keuangan

3) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas

4) Beban pajak

5) Laba atau rugi neto

b. Judul dan sub jumlah, entitas harus menyajikan pos, judul, dan sub jumlah

lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk

memahami kinerja keuangan entitas.

c. Pos luar biasa, entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos

pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam laporan laba rugi

maupun dalam catatan atas laporan keuangan

3. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan

ekuitas untuk periode tertentu, bisa satu bulan atau satu tahun.Melalui laporan

perubahan ekuitas, pembaca laporan dapat mengetahui sebab-sebab perubahan
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ekuitas selama periode tertentu (Martani dkk, 2016). Laporan perubahan ekuitas

menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban

yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode

tersebut, dan bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh

entitas, dan dividen serta distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode

tersebut. Informasi yang disajikan pada laporan perubahan ekuitas menunjukkan :

a. Laba atau rugi untuk periode tahun berjalan

b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas

c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan

koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan

kesalahan.

d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal

dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah yang berasal dari :

1) Laba atau rugi

2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas

3) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas yang

menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan

dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan

perubahankepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan

kehilangan

pengendalian.

e. Laporan perubahan ekuitas, yang menunjukkan seluruh perubahan dalam
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ekuitas atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi

dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

4. Laporan arus kas

Menurut Muljono (2012) laporan arus kas menyajikan informasi

perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara

terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi,

investasi, dan pendanaan.Arus kas diperlukan terutama untuk mengetahui

kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya.Ada beberapa kasus dimana perusahaan menguntungkan (selalu

memperoleh laba), tetapi tidak mampu membayar utang-utangnya kepada

supplier, karyawan, dan kreditur-kreditur lainnya.Perusahaan-perusahaan yang

sedang tumbuh biasanya mengalami kejadian semacam itu (menguntungkan tetapi

tidak mempunyai kas yang cukup) (Hanafi dan Halim, 2014).

Entitas menyajikan laporan arus kas untuk suatu periode dan

diklasifikasikan menurut :

a. Aktivitas Operasi, meliputi semua transaksi dan kejadian lain yang bukan

merupakan kegiatan investasi atau pendanaan. Termasuk transaksi yang

melibatkan produksi, penjualan, penyerahan barang atau jasa.

b. Aktivitas Investasi, meliputi pemberian kredit, pembelian atau penjualan

investasi jangka panjang seperti pabrik dan peralatan.

c. Aktivitas Pendanaan, meliputi transaksi untuk memperoleh dana dan

distribusi return ke pemberi dana dan pelunasan utang.
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5. Catatan atas laporan keuangan

Menurut Martani, dkk (2016) catatan atas laporan keuangan merupakan

pengungkapan (disclosure), baik yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan,

dari akun-akun yang dilaporkan atau peristiwa yang dihadapi oleh peristiwa yang

dapat memengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga sering kali

ditekankan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Catatan atas laporan

keuangan berisi informasi sebagai tambahan infomasi yang disajikan dalam

laporan keuangan.Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif

atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos

yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (Muljono,

2012).

5. Karakteristik dan Implementasi SAK-ETAP

a. Karakteristik SAK-ETAP

1) Stand alone accounting standard (tidak mengacu ke SAK Umum).

2) Mayoritas menggunakan historical cost concepts.

3) Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan Usaha Kecil dan

Menengah.

4) Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum

- Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang paling sederhana

- Penyerdehanaan pengakuan dan pengukuran

- Pengurangan pengungkapan

5) Tidak akan berubah selama beberapa tahun.
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b. Implementasi SAK-ETAP

PSAK ETAP mulai diberlakukan pada akhir tahun 2011.Penggunaan

PSAK ini harus konsisten untuk tahun-tahun berikutnya.Apalagi yang sudah

memutuskan untuk menggunakan PSAK umum dalam penyajian laporan

keuangan, maka untuk selanjutnya tidak boleh merevisi kebijakannya ke PSAK

ETAP.

Entitas dapat menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika

tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara

prospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah

menyusun laporan keuangan maka:

1) Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan

dalam SAK ETAP;

2) Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP

tidak mengijinkan pengakuan tersebut;

3) Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset,

kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan

sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen

ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP;

4) Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban

yang diakui.

Penerapan secara retrospektif artinya bahwa kebijakan akuntansi yang baru

diterapkan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah digunakan

sebelumnya.Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang baru, diterapkan pada
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kejadian atau transaksi sejak tanggal terjadinya kejadian atau transaksi

tersebut.Sedangkan penerapan secara prospektif artinya kebijakan akuntansi yang

baru, diterapkan pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal

perubahan.Tidak ada penyesuaian yang dilakukan terhadap periode sebelumnya.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal

neracanya berdasarkan SAK ETAP mungkin berbeda dari yang digunakan untuk

tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan

sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian atau kondisi

lainnyasebelum tanggal efektif SAK ETAP diakui secara langsung pada saldo

laba pada tanggal penerapan SAK ETAP.

Pada tahun awal penerapan SAK ETAP, entitas yang memenuhi

persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan

tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang

diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian

menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan

berikutnya.Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK

ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan

keuangan berdasarkan SAK ETAP.Entitas tersebut wajib menyusun laporan

keuangan berdasarkan PSAK non- ETAP dan tidak diperkenankan untuk

menerapkan SAK ETAP ini.Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-

ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi
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persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut

dapat menggunakan SAK ETA ini dalam menyusun laporan keuangan.

6. Perbedaan  SAK-ETAP  dengan  PSAK

Tujuan laporan keuangan menurut (PSAK dalam Martani, 2016) adalah

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam

pembuatan keputusan ekonomi.

No Elemen PSAK SAK ETAP

1 Penyajian Laporan
Keuangan

 Laporan posisi
keuangan

 Informasi yang disajikan
dalam laporan posisi
keuangan

 Pembedaan asset lancar
dan tidak lancar dan
laibilitas jangka pendek
dan jangka panjang

 Aset lancar

 Laibilitas jangka pendek
 Informasi yang disajikan

dalam laporan posisi
keuangan atau catatan
atas laporan keuangan

(Perubahan istilah di ED
PSAK 1:

Neraca menjadi Laporan
Posisi Keuangan,
Kewajiban (liability)
menjadi laibilitas)

Sama dengan PSAK,

kecuali informasi
yang

disajikan dalam
neraca,yang
menghilangkan pos:

 Aset keuangan

 Properti investasi
yang diukur pada
nilai wajar (ED
PSAK 1)

 Aset biolojik yang
diukur pada biaya
perolehan dan nilai
wajar (ED PSAK
1)

 Kewajiban
berbunga jangka
panjang

 Aset dan kewajiban
pajak tangguhan

 Kepentingan
nonpengendalian
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2 Laporan Laba Rugi  Laporan laba rugi
komprehensif

 Informasi yang
disajikan dalam
laporan Laba Rugi
Komprehensif

 Laba rugi selama
periode

 Pendapatan
komprehensif lain
selama periode

 Informasi yang
disajikan dalam
laporan laba rugi
komprehensif atau
catatan atas laporan
keuangan

Tidak sama dengan
PSAK yang
menggunakan istilah

laporan laba rugi

komprehensif, SAK
ETAP menggunakan
istilah laporan laba
rugi.

3 Penyajian
Perubahan Ekuitas

Sama dengan PSAK,

kecuali untuk
beberapa hal yang
terkait pendapatan
komprehensif lain.

4 Catatan Atas
Laporan

Keuangan

 Catatan atas laporan
keuangan

 Struktur
 Pengungkapan

kebijakan Akuntansi
 Sumber estimasi

ketidakpastian

 Modal (ED PSAK 1)
 Pengungkapan lain

Sama dengan PSAK,

kecuali pengungkapan

modal.

5 Laporan Arus Kas  Arus kas aktivitas
operasi: metode
langsung dan tidak
langsung

 Arus kas aktivitas
investasi

 Arus kas aktivitas

Sama dengan PSAK

kecuali:

 Arus kas aktivitas
operasi: metode
tidak langsung

 Arus kas mata
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pendanaan
 Arus kas mata uang

asing
 Arus kas bunga dan

dividen, pajak
penghasilan, transaksi
non-kas

uang asing, tidak
diatur.

6 Laporan keuangan

Konsolidasi dan
terpisah

 Persyaratan penyajian
lapkeu konsolidasi

 Entitas bertujuan khusus
 Prosedur konsolidasi

 Lapkeu tersendiri
 Lapkeu gabungan

Tidak diatur

7 Kebijakan
akuntansi,

estimasi,dan
kesalahan

PSAK 25 (Laba atau Rugi
Bersih untuk periode
Berjalan, Kesalahan
Mendasar, dan Perubahan
Kebijakan Akuntansi)

 Laba atau rugi bersih
untuk Periode berjalan
 Pos luar biasa
 Laba atau rugi dari

aktivitas normal
 Operasi yang tidak

dilanjutkan

 Perubahan estimasi
Akuntansi

 Kesalahan Mendasar
 Perubahan kebijakan

Akuntansi
 Penerapan suatu

standar Akuntansi
keuangan

 Perubahan
kebijakan Akuntansi
yang lain

 Pemilihan dan
penerapan
kebijakan
akuntansi

 Konsistensi dan
perubahan
kebijakan
akuntansi

 Perubahan
Estimasi akuntansi

 Kesalahan.
SAK ETAP sudah
maju satu langkah
dibandingkan PSAK
(tidak ada “kesalahan
mendasar” dan “laba
atau rugi luar biasa”).

8 Instrumen
Keuangan Dasar

 Ruang lingkup: aset dan
kewajiban keuangan

 Ruang lingkup:
investasi pada efek
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 Instrumen keuangan
dasar:

 Diklasifikasikan pada
nilai wajar melalui
laporan laba rugi,
dimiliki hingga jatuh
tempo, tersedia untuk
dijual, pinjaman dan
pinjaman yang diberikan

 Impairment
menggunakan incurred
loss concept

 Derecognition
 Hedging dan derivatif

tertentu
 Klasifikasi trading,

held to maturity,
dan available for
sale. Hal tsb
mengacu ke
PSAK 50 (1998).

9 Persediaan  Pengukuran persediaan
 Biaya persediaan
 Biaya pembelian

 Biaya konversi
 Biaya lain-lain

 Biaya persediaan
pemberian jasa

 Teknik pengukuran
biaya

 Rumus biaya
 Nilai realisasi bersih

 Pengakuan sebagai
beban

 Pengungkapan

Sama dengan PSAK

10 Investasi pada

perusahaan asosiasi
dan

entitas anak

 Ruang lingkup: entitas
asosiasi

 Metode akuntansi
 Metode biaya

 Metode ekuitas
 Model nilai wajar (ED

PSAK 15)

 Ruang lingkup:
entitas asosiasi dan
entitas anak

 Metode akuntansi
 Entitas asosiasi :

metode biaya
 Entitas anak :

metode ekuitas

11 Investasi pada

perusahaan asosiasi

 Jointly controlled
operation, asset, and

Sama dengan PSAK
kecuali metode
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dan

entitas anak

entity
 Metode akuntansi

 Metode konsolidasi
proporsional

 Metode ekuitas

 Model nilai wajar (ED
PSAK 12 :
PBA/PBO/PBE)

akuntansi hanya
menggunakan metode
biaya.

12 Property Investasi Metode akuntansi

 Model nilai wajar
Model biaya

Metode akuntansi:

model biaya

13 Aset Tetap  Menggunakan
pendekatan
komponenisasi

 Pengukuran
menggunakan model
biaya atau model
revaluasi

 Pengukuran biaya
perolehan

 Pengakuan pengeluaran
selanjutnya

 Penyusutan
 Tidak perlu review nilai

residu, metode
penyusutan, dan umur
manfaat setiap akhir
periode pelaporan, tetapi
jika ada indikasi
perubahan saja

Sama dengan PSAK

kecuali:

 Tidak
menggunakan
pendekatan
komponenisasi.

 Revaluasi diijinkan
jika dilakukan
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah. Hal ini
mengacu ke PSAK
16 (1994)

 Tidak perlu review
nilai residu.

14 Asset Tidak
Berwujud

 Prinsip umum untuk
pengakuan

 Pengakuan awal,
pengukuran selanjutnya

 Amortisasi selama umur
manfaat atau 10 tahun

Penurunan nilai

Sama dengan PSAK,

kecuali aset tidak
berwujud yang
diperoleh dari
penggabungan usaha.
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 Menggunakan metode
pembelian

 Goodwill dimaortisasi 5
tahun atau 20 tahun
dengan justifikasi
manajemen

Tidak diatur

15 Sewa  Mengatur perjanjian
yang mengandung sewa

 Klasifikasi bersifat
principle based

 Laporan keuangan
lessee

 Tidak mengatur
perjanjian yang
mengandung sewa
(ISAK 8)

Lessor (orang yg
menyewakan)

 Klasifikasi sewa:
kombinasi IFRS
for SMEs dan
SFAS 13

 Laporan keuangan
lessee dan lessor
menggunakan
PSAK 30 (1990):
Akuntansi
SewaGuna Usaha

 Kewajiban diestimasi

 Kewajiban kontinjensi
 Aset kontinjensi

Sama dengan PSAK

16 Ekuitas  Penjelasan
 Akuntasi ekuitas untuk

badan usaha bukan PT

 Akuntansi ekuitas untuk
badan usaha berbentuk
PT

 Reorganisasi
 Selisih penilaian

kembali

Sama dengan PSAK,

kecuali :

�Reorganisasi

�Selisih penilaian

kembali

17 Pendapatan  Penjualan barang
 Penjualan jasa

 Kontrak konstruksi
 Bunga, dividen dan

royalti

Sama dengan PSAK.
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 Lampiran kasus
pengakuan
pendapatan (ED PSAK
23)

18 Biaya Pinjaman  Komponen biaya
pinjaman

 Pengakuan dan
kapitalisasi biaya
pinjaman

Biaya pinjaman

langsung dibebankan

19 Penurunan Nilai
Aset

 Penurunan nilai
persediaan

 Penurunan nilai non-
persediaan

 Penurunan nilai
goodwill

Sama dengan PSAK,

kecuali:

 Ruang lingkup
yang meliputi
semua jenis aset.

 Tidak mengatur
penurunan nilai
goodwill

 Ada tambahan
penurunan nilai
untuk pinjaman
yang diberikan dan
piutang yang
menggunakan
PSAK 31:
AkuntansiPerbanka
n paragraf 16 dan
17.

20 Imbalan Kerja  Imbalan kerja jangka
pendek

 Imbalan pasca kerja,
untuk manfaat pasti
menggunakan PUC

 Imbalan jangka panjang
lainnya

Pesangon pemutusan kerja

Sama dengan PSAK,

kecuali untuk manfaat

pasti menggunakan
PUC dan jika tidak
bisa, menggunakan
metode yang
disederhanakan

21 Pajak Penghasilan  Menggunakan deferred
tax concept

 Menggunakan tax
payable concept
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 Pengakuan dan
pengukuran pajakkini

 Pengakuan dan
pengukuran
pajaktangguhan

 Tidak
adapengakuan
danpengukuran
pajaktangguhan

22 Mata Uang
Pelaporan

 Mata uang pencatatan
dan pelaporan

 Mata uang fungsional
 Penentuan saldo awal
 Penyajian komparatif

 Perubahan mata uang
pencatatan dan
pelaporan

Sama dengan PSAK

Mata Uang Pelaporan

 Mata uang
fungsional

 Pelaporan transaksi
mata uang asing
dalam mata uang
fungsional

 Perubahan mata
uang fungsional
(Pada prinsipnya
sama)

23 Peristiwa setelah
akhir

periode pelaporan

 Peristiwa yang
memerlukan
penyesuaian

 Peristiwa yang tidak
memerlukan
penyesuaian

Sama dengan PSAK

24 Pengungkapan
pihakpihak

yang mempunyai

hubungan istimewa

 Pengertian pihak-pihak
yang mempunyai
hubungan istimewa

 Pengungkapan

Sama dengan PSAK 7

25 Aktivitas Khusus  Akuntansi
perkoperasian

 Akuntansi minyak dan
gas bumi

 Akuntansi
pertambangan umum

 Akuntansi perusahaan
efek

 Akuntansi reksa dana

Tidak diatur
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 Akuntansi perbankan
dan asuransi

26 Ketentuan Transisi  Retrospektif atau
prospektif (jika
tidak praktis) yang
diterapkan secara
prospective
catchup (dampak
ke saldo laba)

 Perpindahan dari
dan ke SAK ETAP

27 Tanggal Efektif Berlaku efektif untuk

laporan keuangan
yang dimulai pada
tanggal 1 Januari
2011, penerapan dini
1 Januari 2010

C. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No.20 Tahun 2008, UMKM ialah salah satu motor penggerak

perekonomian di Negara kita. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian

di Indonesia (Widyanto, 2012).UMKM yang ada di negara kita menyumbang

sekitar 60% dari PDB (Product Domestic Bruto) dan juga memberikan

kesempatan kerja pada banyak masyarakat Indonesia. Jadi, bisnis UMKM di

Indonesia akan terus berkembang dan memberikan peluang usaha bagi mereka

yang menyukai dunia wirausaha.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Widyanto, 2012):
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a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badanusaha

perorangan dengan kriteria kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000(lima

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan

memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta

rupiah).

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar. Kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil

atau usaha besar. Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh

milyar rupiah).



40

Kriteria UMKM

Ukuran Usaha Asset Omset

Usaha Mikro Maksimal 50 Juta Maksimal 300 Juta

Usaha Kecil >50 Juta-500 Juta Maksimal 3 Milyar

Usaha Menengah >500 Juta-10  Milyar >2,5-50 Milyar

Menurut keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998 dalam Pujiyanti (2015),

pengertian usaha kecil adalah : kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil

dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan

perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Pujiyanti (2015) pengertian Usaha Mikro Kecil

dan Menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja yaitu usaha kecil merupakan

entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja yang memiliki jumlah tenaga

kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha

yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dalam Pujiyanti (2015),

pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai perorangan

atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai

penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau aset

setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati)

terdiri dari:
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1. Bidang usaha (Fa, CV, PT, UD, dan koperasi)

2. Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan,

perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)

Walaupun dunia usaha di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup

pesat, tidak sedikit di antara kita yang kesulitan untuk memilih jenis usaha yang

akan digeluti. Alasannya beragam, ada yang sulit memulai usaha karena

kurangnya modal, kurang pengalaman, tidak punya pengetahuan bisnis, dan masih

banyak lagi kendala lainnya. Tentu saja semua kendala dan tantangan ini tidak

membuat kita berhenti berusaha dalam membangun bisnis sendiri, karena setiap

usaha memang akan selalu punya tantangan tersendiri yang harus dilalui. Menurut

Pujiyanti (2015) ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UMKM untuk

menghasilkan laba yaitu:

1. Usaha manufaktur

Usaha manufaktur ialah usaha yang mengubah input dasar menjadi produk

yang bisa dijual kepada konsumen. Contoh dari usaha manufaktur adalah

konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengrajin bambu yang

menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya.

2. Usaha Dagang

Usaha dagang ialah usaha yang menjual produk kepada konsumen.Contoh

dari usaha dagang adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam

jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-

hari.
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3. Usaha Jasa

Usaha jasa merupakan usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan

produk atau barang untuk konsumen.Sebagai contoh ialah jasa pengiriman barang

atau warung internet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada

konsumen.

Undang-undang dan peraturan tentang UMKM adalah sebagai berikut :

1. UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

2. PP No.44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

3. PP No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

4. Inpres No.10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

5. Keppres No.127 Tahun 2001 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang

dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang dan Jenis Usaha yang Terbuka

untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.

6. Keppres No.56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan

Menengah

7. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

8. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan

Usaha Milik Negara

9. Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentangUsahaMikro,Kecil,danMenengah

2. Peran dan Fungsi UMKM

UMKM ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara

maupun daerah.UMKM ini sangat memiliki peranan penting dalam
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keberlangsungan perekonomian masyarakat.UMKM ini juga sangat membantu

negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru yang

menggunakan tenaga-tenaga unit rumah tangga.Selain itu UMKM juga memiliki

fleksibelitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapabilitas lebih

besar.UMKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang

akurat, agarterjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan

menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Analisis makro ekonomi UMKM memiliki peran strategis dalam

pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan UU.No 20

Tahun 2008 Bab III pasal V yang berbunyi meningkatkan peran usaha mikro kecil

dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja,

pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari

kemiskinan. Potensi UMKM di Indonesia ke depan masih terus berkembang.

Sentra-sentra UMKM harus dikelola dengan baik.Pemasaran produk UMKM

dimulai dari lingkup kecil, seperti kabupaten atau provinsi. Setelah itu, baru

didorong agar nasional dan go international dikarenakan sektor UMKM adalah

basis utama kemandirian ekonomi. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat

strategis dalam menumbuhkembangkan (UMKM) di daerah.Pemerintah daerah

harus mendorong peningkatan daya saing UMKM dengan meningkatkan

pembangunan insfrastruktur yang bisa mempermudah pemasaran produk.Peluang

UMKM Indonesia dapat dikatakan sangat besar, memiliki peran yang sangat vital

dalam pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi

pengangguran serta UMKM dapat terus menggali kearifan lokal daerahnya
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masing-masing.

3. UMKM sebagai Kearifan Lokal

Kearifan lokal, terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) atau

kebijaksanaan dan lokal (local) atau setempat.Kearifan adalah sifat yang melekat

pada karakter seseorang, yang berarti arif dan bijaksana, sedangkan lokal adalah

kondisi sebuah tempat atau setempat.Makna kearifan lokal sangatlah luas

terutama menyangkuthal-hal yang berkaitan dengan tata nilai, kebiasaan, tradisi,

baik budaya maupun agama, yang menjadi aturan dan kesepakatan

lokalitas.Karena itu kearifan lokal bisa juga dimaknai sebagai gagasan-gagasan

setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan tertanam serta

diikuti oleh anggota masyarakatnya (Baedowi, 2015).

Kearifan lokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(www.kamusbesar.com) adalah kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal

yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang

kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal (material dan non

material) yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan

ke arah yang lebih baik atau positif. Berdasarkan definisi tersebut dapat

disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan nilai, kebiasaan, tradisi serta budaya

yang melekat pada suatu tempat (lokalitas) yang menjadi kekuatan setempat.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar

untuk memperoleh gambaran dalam menyusunkerangka berpikir penelitian. Selain
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itu, penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui persamaan serta

perbedaan dari penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan

penelitian yang akan dilakukan.

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu:

No.
Peneliti
(Tahun)

Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian

1. Dinna
Yolanda
/2015

Penerapan Stand
ar Akuntansi Ke
uangan Tanpa
Akuntabilitas
Publik (SAK
ETAP) pada PT.
BPR Indra Cand
ra.

Deskriptif
Komparatif

Selama ini perusah
aan menyusun lapo
ran keuangan deng
an menggunakan
standar dari PSAK
Umum dan belum
menerapkan SAK
ETAP yang menja
di standar penyusu
nan laporan keuang
an bagi BPR.

Priscilia
Christin
a Sumen
dap, Da
vid P. E.
Saerang,
dan Nov
i S.Budi
arso

/2015

Evaluasi
Penerapan
‘SAK ETAP’
Pada PT.

Bank Perkredi
tan Rakyat Cip
ta Cemerlang
Indonesia.

Deksriptif
Komparatif

Perusahaan telah
menerapkan lapor
an keuangan sesua
i dengan standar y
ang berlaku, namu
n masih terjadiink
onsistensi dan
belum mematuhi
SAK ETAP secara
penuh dalam peny
ajian laporan
keuangan.
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2. ArmaYu
liza dan
Sri
Yunawa
ti2015

Analisis
Pemahaman
Terhadap
Penerapan
SAK-ETAP
pada Bank
Perkreditan

Rakyat di Kota
Pasir Pengaraian

Deskriptif
Kuantitatif

Sudah menerapkan
SAK ETAP sejak
tahun 2010 dan
telah memiliki pem
ahaman yang cuku
p baik terhadap
penerapan SAK
ETAP.

3. Iim Ma’
rifatul
Aliyah
(2012)

Penerapan Akunt
ansi Berdasarkan
SAKETAPpadaU
KM

Menggunakan
metode kualitatif,
yang mengulas dan
menggambarkan b
agaimana penerapa
n akuntansi berdasa
rkan SAKETAPdila
kukanpadaUKM

Kesulitan yang munc
ul untuk membuat la
porankeuangan yang
sesuaidengan akunta
nsi, karena hamper se
mua pengusaha tidak
menerapkan konsepe
ntitasdalam usahanya
,sehingga sulit untuk
memisahkan antara h
arta pribadidengan pe
rusahaan dan keberad
aan SAK ETAP
belumbanyak diketah
ui oleh para pelaku
UKM.

4. Marry
Setiady
(2011)

Telaah Kesi p
an dabProspk
Implementasi
SAK ETAP:
Studi KasusP
ada Pengusah
a UMKMGar
men di Pusat

MenggunakanUKM
sebagai
objekpenelitian

Sebagian UMKMgar
men telah siap mengi
mplementasikanSAK
ETAP dalampembuat
an laporankeuangann
ya, kemudian untukU
MKMyang belum
siap,bersedia mengi
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Grosir Suraba
ya

mplementasikanSAK
ETAP dalam pembua
tan laporan keuangan
nya pada

5. IMade
Narsa,A
gusWid
ododan
Sigit
Kurnian
to.(2012
)

MengungkapKesi
apanUMKM dala
m Implementasi
Standar Akuntans
i Keuangan Entita
s Tanpa Akuntan
bilitas Publik (SA
KETAP) untuk M
eningkatkan Aske
s Modal Perbanka
n.

Menggunakanmeto
de kualitatif yang
menjelaskan sejauh
mana UMKMmem
ahami kegunaan lap
orankeuangan yang
disusun berdasarka
nstandar akuntansi
yangbaku

Laporan keuanganbe
rperan sangat penting
disamping sebagai
acuan bagipemilik
usaha dalam pengam
bilan keputusan, juga
terutama untuk
memperolehgambara
n kondisi kinerjakeua
ngan perusahaan.

6. Pratiwi
Sarining
tyasdan
TitukDi
ahW.
(2012)

StandarAkuntan
si KeuanganEnt
itasTanpa
AkuntabilitasPu
blik pada
UsahaKecil
danMenengah.

MenggunakanSAK
ETAP sebagaistand
ar pelaporan
keuanganyang baku
bagiUKM.

laporankeuangan
berpengaruh
positifterhadap
kebutuhan SAK
ETAPbagi UKM.
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7. Hermon
AdhiPut
ra dan
Elisabet
h Penti
Kurniaw
ati.
(2012)

Penyusunan
Laporan Keuanga
nuntuk Usaha
Kecil Menengah
(UKM)berbasisSt
andar Akuntansi
KeuanganEntitas
Tanpa
AkuntabilitasPub
lik(SAKEAP).

Menggunakanmeto
de deskriptifkualitat
if,untukmenggamba
rkandanmenginterp
restasikan kebutuha
n UKM atas sistem
akuntansi serta
rancanganlaporan
keuangan
sesuaidengan
SAKETAP.

Kendala dalam
pembuatan lapora
n keuangan antaral
ain karena kurang
nyasumber daya m
anusia yangmemili
ki kemampuan
dalammenyusun
laporan keuangans
erta kurannya
waktuyang difoku
skan untuk membu
at laporankeuanga
n.

8. Dharma
T.
(2010)

Rancangan
penerapan
standar
akuntansikeuanga
n Entitas tanpa
akuntabilitas
publik (sak etap)
padausaha

Kecil dan menen
gah

Metode pengumpul
an data secara kuisi
oner dengan menye
barkan kuesioner ke
110 usaha UKM.
data primer yang
telah didapat kemu
dian dikumpulkan
melalui distribusian
gket.

Hasil penelitian men
unjukkan bahwa
sebagian besar UKM
telah menerapkan ak
untansi, dan dari hasi
l akuntansi tersebut d
apat dijadikan
sebagai dasar dalam
pengambilan keputus
an suatu unitusaha.
Implikasi dari penelit
ian ini diharapkan
membantu para usah
a UKM untuk mener
apkan akuntansi
sehingga dapat
memajukan
usahanya.
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9. Endang
Haryani
(2012)

Penyusunan lapor
an keuangan
berbasis standar
akuntansi keuang
an entitas tanpa
akuntanbilitas
publik (sak etap)
dan upaya
pengembangan
usaha kecil mene
ngahpada
konveksi Tingkir
lor

Metode pengumpul
an data secara
kuisioner dan
metode analisis
kuantitatif.

Hasil penelitian men
unjukkan bahwa
sistem akuntansi di
usaha konveksi
Tingkir lor dibuat
berdasarkan
kekuatan dan
kelemahan

10 Siti
Anisah/
2012

Analisis Penerap
an Standar Akun
tansi Keuangan
ENtitas
Tanpa Akuntabil
itas Publik
(SAK ETAP)
BPR di  PD
BPRBKK

Mojolaban.

Deksriptif
Kualitatif

PD BPR BKK Mojo
laban sudah menera
pkanSAKETAPpad
a pelaporan keuang
annya tetapi masih
belumlengkap.Masi
hadaposyangpenyaji
annyabelumsesuai d
engan ketentuan yai
tu pos modyang terd
apatdineraca.
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E. Kerangka Pikir

Sebagai salah satu jenis usaha di Indonesia yang memberikan kontribusi

paling besar dari sektor perekonomian, sebaiknya pemerintah lebih

memperhatikan perkembangan usaha jenis UMKM ini.Salah satu caranya yaitu

dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan ETAP bagi para pelaku

jenis usaha UMKM.SAK ini mengatur para pelaku UMKM dalam hal membuat

laporan keuangan bagi jenis usahanya. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu

cara bagi pelaku UMKM untuk memaksimalkan laba yang akan ditargetnya. Atas

penjelasan di atas, maka akan terbentuk kerangka berpikir teoritis sebagai berikut:

Gambar 1 : Kerangka Pikir

UMKM Inti Foto

Penyusunan Pembuatan Laporan

Keuangan

Hasil Sesuai/Tidak SAK-

ETAP
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. LokasiPenelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan

penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya

terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang

akurat.Penulismelakukan penelitian di sebuah UKM bernamaInti Foto berlokasi di

Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 29.

B. MetodePengumpulan Data

Untukmemperolehinformasiatau data yang di butuhkan,

penulismelakukanpenelitiandenganmengumpulkan data sebagaiberikut :

1. Penelitian kepustakan (Library Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari

beberapa buku literatur yang erat hubungannya dengan materi yang diteliti yang

dapat mendukung pokok bahasan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Wawancara (interview), yaitu cara pengumpulan data dengan jalan

melakukan Tanya jawab untuk mendapatkan data yang diperlukan pada Foto Inti

Pinrang.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas :
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a. Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam

bentuk angka (non-numerik). Data kualitatif diperoleh melalui berbagai

teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan observasi (Sugiyono, 2014).

Data kualitatif yang dibutuhkan berupa profil perusahaan dan uraian singkat

mengenai pencatatan akuntansi pada Inti Foto.

b. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan (numerik)

(Sugiyono, 2014). Data kuantitatif diperoleh melalui laporan keuangan pada

Inti Foto.

Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

sumber data internal yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau data

primer.Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak informan. Data

primer dilakukan dengan cara wawancara maupun observasi langsung terhadap

pemilik Inti Foto sehingga dapat diperoleh keterangan yang dibutuhkan

sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Data lain juga diperoleh dari data yang sudah ada di Inti Foto dalam

bentuk dokumen dan informasi lain terutama pada informasi keuangan yang

terjadi pada setiap kegiatan UMKM yang dapat membantu dalam pembuatan

laporan keuangan, antara lain adalah laporan kas keluar masuk, perusahaan serta

laporan lainnya yang mendukung pembuatan laporan keuangan.

D. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja

keras.Analisis memerlukan daya kreatif serta kemempuan intelektual yang tinggi.

Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga
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setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat

penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang

berbeda (Sugiyono,2014). Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode

deskriptif.Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau

fenomena yang diselidiki (Cevilla, dkk 1993).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai

berikut:

1. Melakukan wawancara dan observasi terkait pencatatan dan penyusunan

laporan keuangan yang disusun oleh Inti Foto.

2. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang terdapat pada Inti Foto,

apakah penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan

SAK ETAP atau belum.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah UMKM Inti Foto

Percetakan foto Inti Foto yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No.

29 Kabupaten Pinrang merupakan salah satu contoh Usaha Mikro Kecil

Menengah yang bergerak di bidang usaha Studio Foto dan percetakan khusus foto.

UMKM Inti Foto ini didirikan oleh Pak Dedi yang dimana pada saat itu beliau

masih menjalankan usaha tersebut bersama ibu beliau saja, beliau memulai

usahanya dengan bermodalkan sebuah alat 1 mesin print.Dari waktu ke waktu

usaha beliau pun mulai meningkat dan konsumen beliau pun makin bertambah

hingga sekarang.

Seiring berjalannya waktu pelanggan pencetak foto pada Inti Foto pun

semakin meningkat baik para fotografer pernikahan, penjualan Aksesoris, maupun

yang lainnya.Namun perkembangan usaha Inti Foto yang meningkat tersebut,

tidak diiringi dengan pencatatan keuangan yang baik.Inti Foto hanya melakukan

pencatatan penerimaan kas yang diperoleh dari para konsumen yang sudah

melakukan pembayaran piutang dan melakukan pembayaran tunai pada saat

melakukan percetakan tersebut secara langsung, sedangkan mengenai pencatatan

yang lain Inti Foto tidak melakukannya.

Pada kasus ini, peneliti akan membantu Inti Foto dalam mengimplementasi

kan penyusunan laporan keuangan dan menilai kinerja usahanya berdasarkan

Standar Akuntasi Keuangan Entitas (ETAP). Hal ini diharapkan dapat membantu
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UMKM Inti Foto dalam membuat laporan keuangan.Penggunaan Standar Akunta

nsi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai standar

penyusunan laporan keuangan karena Inti Foto merupakan entitas yang tidak

memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan

umum. Inti Foto tidak mengajukan pendaftaran atau dalam proses pengajuan

pendaftaran

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) melainkan

usaha Inti Foto hanya menyusun laporan pembayaran piutang saja, ketidak

mampuan pemilik dalam melakukan pencatatan yang benar disebabkan oleh

kurangnya pengetahuan pemilik terhadap bagaimana laporan keuangan yang

sesuai dengan usaha pemilik. Maka dari itu peneliti bermaksud membantu

mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan dan menilai kinerja

usahanya yang sesuai dengan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sehingga dapat digunakan oleh UMKM

Inti Foto untuk membuat laporan keuangan usahanya sendiri. Adapun visi dan

misi dari usaha ini yaitu:

Visi: menjadikan usaha Inti Foto ini berkualitas dikenal oleh masyarakat, disukai

oleh para fotograper pernikahan terkhusus wilayah Pinrang Sidrap dan Enrekang

Misi:

a. Inovasi baru terkait peralatan yang masih langkah ditemui di

masyarakat

b. Memberi pandangan positif kepada masyarakat, mengenai peralatan

bahan yang digunakan berkualiatas
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c. Kreatifitas dalam hal pemasaran sehingga terlihat unik

Struktur organisasi yang ada pada usaha Inti Foto tidak tertulis dan

masih sangat sederhana. Berdasarkan hasil pengamatan dan

wawancara dengan pemilik Usaha dapat digambarkan struktur

organisasi Inti Foto sebagai berikut:

Gambar 2.Struktur Organisasi Inti Foto (Sumber. Hasil Wawancara,)

Pendeskripsian Tugas:

a. Pemilik

o Pemegang keputusan paling menentukan

o Mengawasi setiap aktifitas usahanya

o Bertanggung jawab atas perusahaan secara keseluruhan

b. Bagian Administrasi Keuangan

o Pengelola Kas (bertanggung jawab atas kas keluar dan kas

masuk)

o Membuat Laporan Keuangan (dalam hal menurut versinnya)

Pemilik

Pak Dedi

Bagian Keuangan

Rahman

Bagian
Percetakan/Editor

(Produksi)

Ambak
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c. Bagian Percetakan (Produksi)

o Pelaksana teknis dalam hal aktivitas percetakan/produksi

B. Analisa Data

Laporan sederhana,komponen laporan keuangan yang disajikan selama ini,

pada UMKM masih melakukan laporan laba rugi sedangkan untuk komponen

neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan

belum menyajikan. Hal tersebut dikarenakan pelaku UKM hanya ingin

mengetahui laba/omset dari usaha yang dijalankan.UKM Inti Foto berusaha

membuat laporan keuangan sesimpel mungkin agar bisa di pahami oleh pengguna

laporan keuangan dan untuk mengetahui laba/omset tanpa harus sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan (ETAP).Jadi latar belakang pendidikan pemakai

laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar terhadap bentuk penyusunan

pencatatan keuangan yang diterapkan oleh UKM Inti Foto. Adapun laporan

sederhana Inti Foto adalah sebagai berikut.
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INTI FOTO
Kategori :  Laporan Keuangan
Periode :  31 Desember 2015

Pendapatan :

Inti Foto Jualan

Barang Studio (Aksesoris Foto) Rp. 60.000.000

Inti Foto Digital Printing

Pencetakan (Dokumentasi Pengantin, Seminar, dll.) Rp. 51.940.000

Total Pendapatan Rp. 111.940.000

Pengeluaran :

Biaya Barang Studio

Modal Barang Studio (kamera poket, Album, dll.) Rp 79.600.000

Kewajiban

Pembayaran Listrik (PLN) Rp. 200.000

Pembayaran Air Rp. 200.000

Pembayaran Akses Internet Rp. 500.000

Biaya Pemeliharaan Alat & Perlengkapan

Alat Barang Studio Rp. 500.000

Komputer Rp. 2.500.000

Mesin Print Rp. 3.000.000

Gedung Rp. 8.000.000

Biaya Tak Terduga

Biaya Lain-lain Rp. 1.500.000

Total Pengeluaran Rp.16.400.000

Total Pendapatan Bersih Rp.15.940.000

Terbilang : Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
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C. Pembahasan

Darilaporan-laporan yang disajikan oleh UKM Inti Foto hanya berupa laporan

sederhana saja, jelas kurang sesuai karena dalam prosedural pelaporan keuangan

yang berdasarkan SAK ETAP yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Adapun mekanisme penyususunan laporan keuangan berdasarkan Standar

Akuntasi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai

berikut :

a. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para

investor dan kreditur untuk membantu mereka memprediksi jumlah, penetapan

waktu dan ketidakpastian dari arus kas masa depan,suatu laporan sistematis

tentang penghasilan, beban, laba maupun rugi yang diperoleh oleh suatu

perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi membantu pemakai

laporan keuangan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam beroperasi dan

memprediksi hasil operasi perusahaan dimasa yang akan datang. dan menyajikan

penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Adapun data yang dibutuhkan

dalam pembuatan laporan laba/rugi ini antara lain:

1. Data seluruh pendapatan pada Inti Foto mulai dari penjualan aksesoris

dan pendapatan.

2. Data semua beban yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha Inti Foto
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”Seperti beban perlengkapan, beban listrik dan air dan beban lainnya

Inti Foto
Laporan Laba Rugi

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporanperubahanekuitasmenyajikan laba atau rugi entitas untuk pengaruh

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut,

dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas)

jumlah investasi oleh, dan dividen dan suatu  periode,  pos  pendapatan  danbeban

yang  diakui  secara  langsung dalam ekuitas untuk periode tersebutdistribusi lain

ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Pendapatan :

Penjualan Rp 111,940,000.00

HargaPokokPenjualan Rp79.600.000.00

Beban :

Beban Perlengkapan Rp 500,000.00

BebanPenyusutan Peralatan Rp 7,500,000.00
Beban Penyusutan Gedung Rp 8,000,000.00

Beban Listrik dan Air Rp 400,000.00

Total Beban Rp 16.400.000

Laba Rp 15.940.000



61

Inti Foto
Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

c. Neraca

Laporan neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada

suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. Pada neraca akan disajikan

informasi mengenai total Aktiva dan total Passiva yang dimiliki Inti Foto.

Inti Foto
Neraca

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

ASET PASSIVA
Aset Lancar
Kas Di Bank Rp. 39,190,000.00 Utang Gaji dan Upah Rp 1,750,000.00
Kas Kecil Rp. 1,000,000.00
Perlengkapan Rp. 500,000.00
Persediaan Produk
Selesai Rp. 21,500,000.00

Total Aset Lancar Rp 62,190,000.00
Aset Tetap
Peralatan Rp37,500,000.00 Modal Usaha Rp 192,440,000.00
Akumulasi
Penyusutan Peralatan Rp7,500,000.00

Rp 30,000,000.00
Tanah Rp 30,000,000.00
Gedung Rp. 80,000,000.00
Akumulasi
Penyusutan Gedung Rp. 8,000,000.00

Modal Awal Rp, 176,500,000.00

Laba Tahun Berjalan Rp, 15,940,000.00

Modal Akhir Rp, 192,440,000.00
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Rp. 72,000,000.00
Total Aset Tetap Rp. 132,000,000.00

Total Aset Rp. 194,190,000.00 Rp 194,190,000.00

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan

setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi

selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas

pendanaan.

Inti Foto
Laporan Arus Kas

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan pada Inti Foto untuk periode yang

berakhir31 Desember 2015 yaitu:

1. Untuk menghitung beban Perlengkapan diperhitungkan dari Perlengkapan

Arus Kas Dari Aktivitas
Operasi
Penjualan 111,940,000.00
Harga Pokok Penjualan ( Rp 79.600.000)
Beban Perlengkapan Rp 500,000.00
Beban Listrik dan Air Rp 400,000.00
Beban Penyusutan
Peralatan Rp 7,500,000.00
Beban Penyusutan Gedung Rp 8,000,000.00

( Rp 16.400.000)

Saldo Kas 31 Desember Rp 15.940.000
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awal sisa perlengkapan dengan perhitungan Rp1.000.000 Rp 500.000= R

p500.000.

2. Untuk menghitung beban Penyusutan gedung digunakan metode garis lurus

dengan perhitungan sebagai berikut :

(Harga  Beli - Nilai  Sisa)  :  Umur Ekonomis

(Rp 80.000.000 - Rp 72.000.000) :10 = Rp 800.000.

D. Sistem Pencatatan Keuangan Inti Foto

Inti Foto yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 29 Kabupaten

Pinrang merupakan salah satu contoh Usaha Mikro Kecil Menengah yang

bergerak di bidang usaha percetakan khusus foto. UMKM “Inti Foto” ini didirikan

oleh Bapak Dedi yang dimana pada saat itu beliau masih menjalankan usaha

tersebut bersama ibu beliau saja, Pemilik usaha mengetahui bahwa pencatatan

keuangan suatu usaha penting untuk dilakukan dengan melakukan pencatatan

keuangan dapat diketahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran sehingga

nantinya dapat menghitung laba yang diperoleh dan dapat mengetahui bagaimana

kinerja usahanya, seperti yang tercermin dalam kutipan wawancara dengan Bapak

Dedi Pemilik usaha Inti Foto

Pencatatan keuangan perlu, penting sekali, biar kita tahu antara pendapatan

dan pengeluaran, Namun dalam implentasinya sistem informasi akuntansi

yang dilakukan oleh pemilik usaha Inti Foto masih sangat sederhana dan proses

pencatatan yang dilakukan masih dengan cara manual (pengarsipan Nota) Dan

dinyatakan Tidak sesuai dengan SAK ETAP dikarenakan tidak melakukan
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pencatatan laporan keuangan dan tidak memiliki satupun jenis dalam laporan

keuangan.

Alasan pemilik UMKM Inti Foto melakukan pencatatan keuangan semata

untuk menentukan besarnya pendapatan usahanya. Berdasarkan atas hasil pengam

atan dan wawancara Nampak bahwa pengalaman Bapak Dedi selama 3 tahun

sebagai pengusaha telah membuat informan mengerti akan pentingnya

melakuakan pencatatan atas setiap transksi usahanya. Keinginan atau niat yang

dimiliki informan untuk mengembankan usaha telah memotivasi informan untuk

selalu melakukan pencatatan pencarian dilakuakan dengan alasan untuk

mengetahui peningkatan dan penurunan pendapatan jasa yang terjadi pada

usahanya

Hal ini sejalan dengan teori perilaku beralasan (Theory of Reasoned

Action) yang dikembangkan oleh orang tersebut. dalam pencatatan akuntansi pada

UMKM Inti Foto, Bentuk pencatatan yang kini diterapkan diusaha ini

dipengaruhi oleh niat dari pemilik usaha. Niat atau Pemilik usaha untuk

mengembankan usahanya telah membuat pengusaha tersebut termotivasi untuk

melakukan pencatatan atas setiap transksinya dengan rapi, meskipun format yang

diguankan berbeda dan tidak melakuan penjurnalan seperti pencatatan transkasi

pada akuntansi, karena pengusa ini membuat catatan mnurut pemahamanya

pribadi dan pengalaman yang dimiliki tanpa mempelajari pencatatan transksi pada

akuntansi

Pencatatan akuntansi yang diterapkan pada UMKM Inti Foto masih jauh

dari SAK ETAP sehingga informasi yang diperoleh dari catatan yang dibuat
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belum dapat sepenuhnya mendukung atau bermanfaat untuk pengambilan

keputusan yang lebih menyeluruh  dari kegiatan opersional perusahaan. manfaat

dan keputusan asaha yang dapat dijalankan berdasarkan akuntansi dan laporan

akuntansi berdasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh antara lain:

1. Penilaian kinerja usaha dan sebagai bahan evaluasi untuk yang akan

datang

2. Berguna sebagai dasar pertimbangan penelitian bahan baku untuk produksi

dan alat-alat produksi.

3. Keputusan mengenai harga, misalnya penentuan harga jual, banting harga,

kenaikan harga barang/jasa ,dan lain-lain.

4. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.

5. Untuk pengembangan usaha, keputusan untuk membuka atau menutup

cabang

6. Penambahan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan

penghasilan karyawan, pemberian bonus kepada karyawan.

7. Penyusunan anggaran untuk periode berikutnya.

8. Penambahan asset usaha.

9. Promosi usaha

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edirara, pada usaha kecil,

memang sangat memerlukan informasi tentang kinerja usaha dan informasi

tentang kinerja usaha dan  informasi tentang posisi keuangannya,  Penyajian

laporan keuangan yang continue pada usaha kecil harus memperhatikan prinsip
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konsistensi sehingga laporan dari periode sebelumnya dapat dibandingkan

(komparabilitas) dengan periode berikutnya. Prinsip daya banding

(komparabilitas) dapat memberikan informasi perkembangan usaha yang

dilakukan selama ini. Apakah usaha  tersebut menguntungkan ataukah hanya asal

berjalan saja, tanpa memperoleh keuntungan, atau bahkan merugi.

Lebih lanjut musminimengemukakan bahwa prinsip lain yang harus  dipegang

dengan baik, tanpa toleransi adalah prinsip kesatuan usaha sangat sulit dijalankan,

seperti dalam hal keuangannya, keuangan perusahaan terpisah dengan keuangan

pemiliknya. Prinsip kesatuan usaha sangat sulit dijalankan, karena cakupan yang

kecil dengan nilai uang yang relatif sedikit selain beberapa hal diatas yang relative

tidak ditemukan pada usaha kecil, teknis mengerjakan  akuntansi juga dianggap

sulit diterapkan karena rumit bagi pemilik ataupun manejer perusahaan, tidak

sebanding dengan modal yang berputar pada usaha kecil tersebut yang relative

sedikit.

Pada usaha kegiatan yang dilakukan selama peneliti melakukan penelitian

antara lain :

a. Pembelian bahan produksi,

b. Sistem percetakan dari costumer/Pembeli,

c. Mencatat setiap transaksi pendapatan, penjualan/jasa

d. Pembayaran hutang atau kredit kepada pihak pemberi pinjaman

Prosedur pencatatan transaksi pendapatan usaha Inti Foto nota akan diberikan

kepada pelanggan dan satu lembar nota akun diberikan kepada pelanggan dan satu

lembarnya lagi akan digunakan sebagai arsip pada nota tersebut terdapat informasi
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mengenai identitas perusahaan, nomor urut nota, tanggal, jenis produk, jumlah

satua, harga satuan, jumlah dan total tagihan.

E. Penerapan  SAK ETAP pada UMKM Inti Foto

Inplementasi pencatatan akuntansi UMKM berbasis SAK ETAP memberikan

manfaat bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan, manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi kreditor pemberi pinjaman denagan implentasi pencatatan akntansi

berbasis SAK ETAP.UMKM dapat menyajikan laporan keuangannya

sendiri hal terebt ntk memenhi persyaratan tama untuk mengajukan

pinjaman kredit kepada lembaga keuangsn atau perhatian para kreditur

nantinya dpat memutuskan apakah pinjaman serta bunganya  dapat dibayar

pada saat jatuh tempo,

2. Pemilik UMKM dapat mengetahui laba, posisi keuangan, perusahaan

ekuitas pemilik dan arus kas perusahaan lebih sederhana

3. UMKM dapat menghitung besaran pajak secara akurat sesuai informasi

akuntansi,

4. UMKM dapat diaudit oleh kantor akuntan publik

Mengenai standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada usaha

Inti Foto Tidak sesuai dengan  SAK ETAP karena kurangnya pengetahuan

pemilik usaha Inti Foto sehingga bentuk pencatatan keuangan yang dilakukan

secara manual saja dan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi.

Pemilik usaha Inti Foto merasa belum professional untuk membuat laporan

keuangan sesuai standar akuntansi, Pemilik kurang disiplin dan rajin dalam
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pelaksanaan pembukuan akuntansi usahanya ini dikarenakan waktu yang ada

sudah tersita untuk pekerjaan sehingga sulit menyisihkan waktu untuk menyusun

sistem pembukuan akuntansi pemilik lebih mengutamakan bagaimana sistem

pemasaran yang baik agar memperoleh konsumen yang banyak.

Pandangan dari pemilik usaha bahwa pencatatan tersebut dilakuakan hanya

untuk memenuhi kebutuhan perhitungan dan transparansi, ini sesuai dengan teori

perilaku beralasan (Theory of reasond action of reasond action) yang Icek Ajzen

dan Martin Fishbein pada tahun 1980. Teori ini menyatakan bahwa seseorang atau

individu akan bermanfaat sistem informasi dengan alasan bahwa sistem informasi

tersebut akan member manfaat atau kegunaan bagi dirinya. Melihat dari kenyataan

dilapangan terkait dengan penerapan SAK ETAP jadi dapat dikatakan bahwa

pelaku UMKM akan memanfaatkan atau menginplentasikan pencatatan keuangan

berdasarkan SAK ETAP apabila penatatan tersebut akan memberi manfaat atau

kegunaan bagi dirinya.

Usaha Inti Foto tidak melakukan pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP

juga karena tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan

terhadap laporan keuangan UMKM terutama dari pihak pemerintah, lembaga-

lembaga terkait dan regulator.Padahal kepedulian terhadap pengembangan

UMKM sudah semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak sesuai dengan

bidang yang digelutinya.Sejalan dengan hal tersebut, Raharjo (1993) dalam

Auliyah (2012) menyatakan tidak adanya regulasi yang mengakibatkan rendahnya

penyusunan laporan keuangan.Jadi perhatian dari pihak regulator terkait dengan
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peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM sangat

diperlukan.

Pihak perbankan merupakan salah satu pihak ketiga yang berhubungan terkait

dengan permodalan UMKM adalah pihak perbankan.Dalam memberikan

pinjaman kepada UMKM pihak perbankan selalu selalu memperhatikan aspek

kelayakan suatu kegiatan usaha, aspek legalitas, serta repayment capacity dan

adanya jaminan baik fisik maupun nonfisik sebagai factor pengama.Untuk

mengetahui kondisi keuangan calon debitur, maka pihak perbankan memerlukan

laporan keuangan selain untuk mengetahui kondisi kesehatan perusahaan

utamanya yang mencakup kondisi likuiditas, kecakupan modal, porsi hutang,

profitabilitas.Pihak perbankan memerlukan adanya laporan keuangan untuk

memperkirakan volume usaha calon debitur yang ditunjukkan dengan besarnya

asset dan penjualan serta dengan adanya laporan keuangan pihak perbankan dapat

mengestimasi jumlah beban pinjaman yang dapat ditanggunng oleh calon debitur.

Selama ini peramalahan yang dihadpi dalam pemberian fasilitas kredit kepada

calon kreditur UMKM, yakni tidak tersedianya laporan keuangan usaha yang

memadai untuk dianalisa oleh pihak perbankan, meskipun usaha UMKM tersebut

feasible namun sebagian besar pengusaha mengalmi kesulitan dalam penyediaan

laporan keuangan untuk memenuhi persyaratan kredit bank. Usaha yang tidak

bankable dipandang mengandung resko kredit macet oleh bank.Untuk membantu

pelaku UMKM dalam memenuhi syarat kelayakan usaha dengan membuatkan

proforma laporan keuangan.
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Jadi proforma laporan keuangan merupakan langkah proaktif yang dilakukan

pihak perbankan dalam membantu calon debitur dan mempermudah dalam

melakukan analisi kredit, langkah ini merupakan wujud kepedulian pihak

perbankan terhadp UMKM Akan tetapi jika diinterpretasikan lebih jauh tidak

hanya semata-mata sebagai wujud kepedulian pihak perbankan terhadap UMKM.

Pembuatan proforma laporan keuangan ini juga sebagai bagian dari strategi bisnis

perbankan dalam memasarkan kreditnya kepada masyarakat. Persaingan

perbankan dalam menyalur kreditnya ke UMKM sangatlah ketat, ini dapat dilihat

dari begitu variatifnya program-program kredit yang digulirkan untuk para pelaku

UMKM maupun para calon wirausaha  muda. Antara Bank satu dengan yang

lainya terjadi persaingan atau kompetisi dalam menyalurkan kreditnya kepada

masyarakat, strategi dalam menghadapi persaingan inipun beragam yakni dengan

membuka cabang khusus pelayanan kredit usaha, serta mengeluarkan program

yang bunganya bersaing dengan program kredit dari bank lain.

Mekanisme pembuatan proforma laporan keuangan ini merupakan salah satu

strategi perbankan untuk mempermudah UMKM dalam memenuhi persyaratan

mengajukan kredit, hal ini bisa membahayakan karena bisa mendorong pihak

perbankan untuk menyalurkan kredit kepada pihak yang tidak tepat. Selain itu hal

ini dapat menyebabkan UMKM menjadi malas dalam memenuhi ketentuan SAK

ETAP, karena selama ini mereka telah ‘dimanjakan’ dengan adanya pembuatan

proforma laporan keuangan oleh pihak perbankan.
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Bahkan seperti yang dilansir dalam situs resmi Bank Mandiri bahwa yang

menjadi persyaratan memperoleh KURadalah :

o Dokumen legalitas permohonan, misalnya KTP atau Kartu Keluarga

o Dokumen Legalitas usaha,  misalnya NPWP, SIUP, SKDU

o Foto Copy rekening giro/tabungan 6 bulan

Selain berhubungan dengan pihak perbankan, perlu UMKM juga

berhubungan dengan pihak fiskus dalam hal perhitungan serta pembayaran

pajak.Pemasukan tambahan dari pajak UMKM merupakan kontribusi yang sangat

penting dalam mendukung program pembangunan yang diusahakan oleh

pemerintah serta untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari pinjaman luar

negri.Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak maka UMKM harus

menyusun Laporan keuangan UMKM dengan SAK ETAP masih sangat jauh dari

apa yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mempermudah perhitungan pajak

bagi pelaku usaha kecil dan menengah maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah

No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak

melebihi Rp 4,8 milliar dalam 1 tahun Pajak. Maksud pemerintah untuk

menyederhanakan perhitungan pajak demi mempermudah perhitungan pajak

merupakan suatu hal yang positif, namun dibalik itu implementasi SAK ETAP

pada UMKM akan terasa semakin berat, karena untuk bisa membayar pajak kini

para pelaku UMKM tidak dituntut untuk membuat laporan keuangan yang sesuai

dengan standar, selai itu kurangnya pengawasan pula dari pihak fiskus terkait dari
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apa yang dihitung oleh UMKM terkait dengan pajak yang akan dibayarkannya.

Selama ini pihak fiskus percaya dengn pajak yang telah dihitung dan dibayarkan

oleh pengusaha UMKM, tanpa melakukan crosscheck langsung dengan data

omset yang sebenarnya, jika nanti ditemukan adanya masalah atau data yang

berbeda disaat itulah baru akan dilakukan sinkronisasi oleh piha fiskus terhadap

data yang ditemukan tersebut.

Jadi apabila UMKM telah menerapkan pencatatan keuangan sesuai dengan

sesuai SAK ETAP pastinya akan mempermudah dalam proses pengajuan

pinjaman ke pihak perbankan dan dalam ketepatan perhitungan pajak penghasilan.

Untuk terciptanya sector UMKM dengan pengelolaan keuangan yang baik,

professional dan berdaya saing, maka diperlukan unsure “keharusan” ini

diantaranya dapat dilaksanakan dalam bentuk persyaratan yang harus dipenuhi

oleh suatu entitas UMKM guna memperoleh pembiayaan, maupun perijinan-

perijinan tertentu. Disinilah diperlukan adanya dukungan dan perhatian dalam

bentuk pengawasan (controlling) dan pendampingan terhadap implementasi

pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP pada UMKM.

Pelaku entitas UMKM perlu diberikan dorongan dan pemahaman terkait

manfaat dari pencatatan akuntansi, misalnya manfaat pencatatan transaksi, baik

bagi pelaku usaha sendiri maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga,

misalnya institusi perijinan dan lembaga pembiayaan. Jadi, tahapan pertama yang

dilakukan yakni memunculkan kesadaran/pemahaman pelaku UMKM akan

manfaat dan pentingnya pencatatan transaksi, selanjutnya perlu diadakan pelatihan
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teknis pencatatn transaksi dan penyususunan laporan. Namun percuma saja

pelatihan diadakan jika tanpa adanya tidak lanjut terkait dengan implementasi

pencatatan akuntansi pada UMKM.Disinilah diperlukan adanya dukungan dan

perhatian stakeholder sebagai wujud pengendalian social dalam bentuk

pengawasan (controlling) dan pendampingan terhadap implementasi pencatatan

akuntansi berbasis SAK ETAP pada UMKM.Pendampingan ini ditunjukkan untuk

memastikan bahwa hasil pelatihan dan standar keuangan yang ada telah

diterapkan dengan baik dalam kegiatan sehari-hari.

Dukungan yang bersifat kelembagaan, baik dalam bentuk adanya suatu

institusi yang menangani peningkatan kapasitas dan kompetensi entitas UMKM,

berbagai kegiatan institusi pemerintah, BUMN maupun BUMS, serta aspek

peraturan dan perundangan  yang berfungsi sebagai alas hokum kegiatan

pengembangan kompetensi UMKM sangat diperlukan dalam upaya implementasi

penyusunan laporan dan rencana usaha berbasis SAK ETAP pada UMKM.

Alinea terakhir berdasarkan pada hasil penulis temukan pada mekanisme

penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntansi Publik (SAK ETAP) pada UMKM di Kabupaten Pinrang Studi

Kasus pada Usaha Inti Foto belum diterapkan.

1. Kendala-kendala yangdihadapi dalam penyelenggaraan SAK ETAP  antara

lain rumitnya bahasa yang digunakan dalam SAK ETAP, kurangnya

pengetahuan untuk pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP,

pihak UMKM khususnya pada Inti Foto merasa belum membutuhkan
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pencatatan keuangan yang detail dan berdasarkan pedoman seperti SAK

ETAP serta rumitnya bahasa yang digunakan dalam SAK ETAP.Hal ini

menunjukan bahwa pelaku UKM pada Inti Fotobelum memiliki

kemampuan dan kurangnya pengetahuan dasar tentang pencatatan

akuntansi. Sehingga sulit untuk menerapkan SAK ETAP

2. Berdasarkan kendala diatas penulis menyarankan bagi pelaku UMKM,

khususnya pada Inti Foto harus memiliki sumber daya manusia yang

memadai dengan mengikuti pelatihan pencatatan akuntansi agar

dikemudian dapat menerapkan pencatatan akuntansi yang lebih baik dan

pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi

keuangan yang baku yaitu SAK ETAP agar laporan keuangan tersebut

berguna bagi pengguna laporan keuangan baik pemilik usaha maupun

pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan penyusunan laporan keuangan

pada UMKM maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pencatatan keuangan

berbasis SAK ETAP pada UKM Inti Foto:

a. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan

dalam menyusun laporan keuangan. Serta tidak pernah mengikuti

pelatihan tentang pelaporan keuangan akuntansi.

b. Keberadaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diperuntukan untuk usaha

kecil dan menengah, keberadaannya belum banyak diketahui oleh

para pemilik UKM dan masih rendahnya pemahaman SAK ini.

Kurangnya sosialisasi menjadi faktor kurang dikenalnya SAK

ETAP dilingkungan UKM.

2. Tidak optimalnya penyelenggaraan praktik akuntansi dan pemanfaatan

informasi akuntansi pada UMKM selama ini bukanlah semata-mata

merupakan kesalahan ataupun kekurangan para pelaku UMKM, tetapi juga

dikarenakan belum optimalnya peran serta pemerintah dan masyarakat

dalam mendorong dan memfasilitasi praktik akuntansi di UMKM
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B. Saran

1. Bagi pelaku UMKM, khususnya Inti Foto harus memiliki sumber daya

manusia yang memadai untuk menerapkan pencatatan akuntansi yang

lebih baik dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan

standar akuntansi keuangan yang baku yaitu SAK ETAP agar laporan

keuangan tersebut berguna bagi pengguna laporan keuangan baik

pemilik usaha maupun pengguna lainnya dalam pengambilan

keputusan.

2. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami selaku

penulis memberikan saran untuk pemerintah dalam meningkatkan pen

getahuan dan wawasan UMKM mengenai proses akuntansi maka

harus sering dilakukan sosialisasi standar akuntansi yang berlaku

umum bagi UMKM, melalui seminar, pelatihan bagi pengelola

UMKM. Diharapkan akan timbul kesadaran mengenai pentingnya

memahami dan melaksanakan proses akuntansi sesuai standar yang

berlaku.
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INTI FOTO
Kategori :  Laporan Keuangan
Periode :  31 Desember 2015

Pendapatan :

Inti Foto Jualan

Barang Studio (Aksesoris Foto) Rp. 60.000.000

Inti Foto Digital Printing

Pencetakan (Dokumentasi Pengantin, Seminar, dll.) Rp. 51.940.000

Total Pendapatan Rp. 111.940.000

Pengeluaran :

Biaya Barang Studio

Modal Barang Studio (kamera poket, Album, dll.) Rp 79.600.000

Kewajiban

Pembayaran Listrik (PLN) Rp. 200.000

Pembayaran Air Rp. 200.000

Pembayaran Akses Internet Rp. 500.000

Biaya Pemeliharaan Alat & Perlengkapan

Alat Barang Studio Rp. 500.000

Komputer Rp. 2.500.000

Mesin Print Rp. 3.000.000

Gedung Rp. 8.000.000

Biaya Tak Terduga

Biaya Lain-lain Rp. 1.500.000

Total Pengeluaran Rp.16.400.000

Total Pendapatan Bersih Rp.15.940.000

Terbilang : Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
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